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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring berjalannya waktu, demokrasi menjadi trend dalam kehidupan
ketatanegaraan. Hal tersebut ditandai dengan tidak bisa terlepasnya antara
aktivitas pemerintahan dengan peran serta masyarakat. Sebagaimana pengertian
dari demokrasiitu sendiri yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat.

Sebagai negara demokrasi, peran partai politik akan sangat penting untuk
masa-masa yang akan datang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hal tersebut
memang dikarenakan negara demokrasi dibangun atas dasar sistem kepartaian.
Partai politik merupakan simbol kebebasan berserikat yang berkaitan dengan
kebebasan mengeluarkan pendapat serta kebebasan berpikir dan berkeyakinan.
Kebebasan-kebebasan tersebut merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut
andil dalam pemerintahan, sehingga jaminan hak-hak tersebut merupakan
prasyarat demokrasi.

Tujuan dari partai politik ada dua yaitu merebut kekuasaan, dan dengan
kekuasaan tersebut maka partai politik dapat terlibat dalam proses penentuan
kebijakan. Pada hakekatnya kedua tujuan itu tidak dapat dipisahkan, partai
memerlukan kekuasaan untuk terlibat dalam penentuan kebijakan, sedangkan
kebijakan harus didasari oleh kepentingan masyarakat, sehingga partai

mendapatkan dukungan dan dapat mempertahankan kekuasaannya.



Dalam membuat kebijakan publik, partai bekerja sesuai dengan fungsinya.
pertama partai mengartikulasikan ide, visi, kebijakan strategis yang dipilih oleh
partai ditingkatan akar rumput. Tahapan selanjutnya adalah agregasi kepentingan
oleh partai ditingkat pusat. Dan yang terakhir adalah partai ikut terlibat dalam
proses advokasi kebijakan melalui kader-kadernya yang berada dalam organisasi
jabatan publik seperti eksekutif dan legislatif.t

Kualitas demokrasi sendiri tidak dilihat dari banyaknya jumlah partai, tetapi
dilihat dari kekokohan dan adaptabilitas sistem kepartaian yang sedang
berlangsung. Terdapat indikator penentu kekokohan organisasi partai yaitu dapat
dilihat dari sistem kelembagaannya. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin
kemampuan partai dalam memobilisasi aspirasi masyarakat yang sangat
kompleks, yang kemudian diakomodasikan menjadi kebijakan kenegaraan.

Di Indonesia kokoh atau tidaknya sistem kepartaian yang berlangsung dapat
dilihat dari bagaimana cara partai politik memperjuangkan kepentingannya
menjadi sebuah kebijakan. Bukan saja kepentingan bagi dirinya sendiri tapi
kepentingan bagi warga negara yang merupakan konstituennya. Dalam fungsi
komunikasi politik dan sosialisasi politiknya perlu kita lihat apakah partai
mengartikulasikan kepentingan partai yang murni atas dasar aspirasi masyarakat
atau malah justru hanya merupakan politik jual beli (politik transaksional). Jika
memang dalam fungsi tersebut terbukti banyak terjadi politik transaksional, maka

dapat disimpulkan bahwa ideologi dalam partai sudah tidak terlihat lagi.

! Asshiddigie, Jimly. 2005. Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, Dan Mahkamah
Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press. Halaman 59-62.



Dengan demikian penting rasanya memperhatikan bagaimana sebuah partai
politik memperjuangkan sebuah kepentingan sehingga menjadi kebijakan publik.
Salahsatu kepentingan yang menarik untuk ditelti adalah kepentingan dalam
pembangunan dengan memberdayakan masyarakat. Paling tidak terdapat
beberapa alasan mengapa pembangunan dengan konsep pemberdayaan
masyarakat menarik untuk diperhatikan, pertama memang konsep pembangunan
seperti itu yang dirasakan paling sesuai untuk saat ini, dimana masyarakat
diberdayakan untuk pembangunan kota. Kedua, pembangunan yang dilakukan
sebuah daerah memiliki tujuan yaitu menjadi daerah yang unggul. Namun,
keunggulan dari sebuah daerah tidak akan terlihat apabila masyarakat didaerah
tersebut tidak berdaya.

Apabila partai menjalankan fungsi partainya dengan baik, maka akan ada
akomodasi  kepentingan dari para aktor pembangunan. Partai akan
mengartikulasikan ~ kepentingan partai mengenai pembangunan kepada
masyarakat. Serta partai akan mengolah kepentingan (agregasi kepentingan), dan
mengadvokasikannya untuk menjadi kebijakan. Hal tersebut tentunya sudah
dilaksanakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung pasangan
Ridwan Kamil dan Oded M. Danial sebagai Wali Kota dan Wakil Walikota
Bandung periode 2013-2018.

Pada saat kepemimpinan Ridwan Kamil dan Oded M. Danial inilah, Kota
Bandung memiliki sebuah kebijakan pembangunan dengan konsep pemberdayaan
masyarakat. Kebijakan tersebut dikenal dengan Program Inovasi Pembangunan

dan Pemberdayaan Kewilayahaan.



Apabila kita menengok kepada proses sebelum kebijakan tersebut disahkan,
baik secara dokumen dalam Rencana Pembangunana Jangka Menengah Daerah
(RPIJMD), maupun secara anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), pada awalnya kebijakan ini merupakan janji kampanye dari
Ridwan Kamil dan Oded M. Danial. Konsep awal dari kebijakan ini adalah dana
hibah seperti P2KP dan PNPM, namun seiring perumusannya konsep dari
kebijakan tersebut berubah menjadi program. Karena bentuk kebijakannya berupa
program maka timbulah permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Masyarakat tidak menerima dana tersebut utuh dengan nominal yang
dijanjikan yaitu seratus juta, hal tersebut dikarenakan sebuah program
harus melalui proses seperti pengadaan barang/jasa, adanya keuntungan
pihak ketiga, adanya pajak, dan lain sebagainya.

2. Permasalahan selanjutnya adalah tujuan dari konsep kebijakan dengan
memberikan cashmoney kepada elemen masyarakat di tingkat kelurahan
yaitu agar elemen masyarakat ditingkat tersebut mampu mandiri untuk
membiayai segala bentuk aktivitas pembangunan lingkungannya. Namun
karena perubahan konsep menjadi program, maka tujuan tersebut tidak
bisa tercapai. Hal tersebut dibuktikan dengan bentuk kegiatan dari program
itu bukan pemberian cashmoney tapi pemberian pembangunan yang sudah
jadi, misalnya pot bunga, motor sampah, dan lain-lain.

Kedua permasalahan tersebut dijelaskan secara langsung oleh Haru

Suandharu yang merupakan kader PKS sekaligus menjabat sebagai Ketua 1l

DPRD Kota Bandung, menurutnya: “ketika disimpan diprogram bukan berarti



tanpa kendala, yang namanya program, harus ada pengadaan, ada keuntungan
pihak ketiga, ada pajak, jadi yang diterima oleh masyarakat mungkin tidak seratus
juta, mungkin hanya tujuh puluh juta, dan itupun dalam bentuk fisik sudah jadi”.

Berdasarkan uraian singkat mengenai fenomena dan permasalahan yang
terjadi, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) dalam perumusan kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan
Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung melalui fungsi partainya.
Dengan kata lain hasil penelitian ini akan memfokuskan bagaimana kader partai
politik yang berada dilembaga eksekutif dan legislatif bekerja dalam
memformulasikan sebuah kebijakan sesuai fungsinya. Oleh karena itu, dalam
penelitian ini, peneliti akan mengambil judul:

Studi Deskripsi Mengenai Fungsi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam

Perumusan Kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan

Kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, = dapat diidentifikasikan
permasalahan sebagai berikut:

1. Masyarakat tidak menerima dana tersebut utuh dengan nominal yang

dijanjikan yaitu seratus juta, hal tersebut dikarenakan sebuah program

harus melalui proses seperti pengadaan barang/jasa, adanya keuntungan

pihak ketiga, adanya pajak, dan lain sebagainya.



2. Permasalahan selanjutnya adalah tujuan dari konsep kebijakan dengan
memberikan cashmoney kepada elemen masyarakat di tingkat kelurahan
yaitu agar elemen masyarakat ditingkat tersebut mampu mandiri untuk
membiayai segala bentuk aktivitas pembangunan lingkungannya. Namun
karena perubahan konsep menjadi program, maka tujuan tersebut tidak
bisa tercapai. Hal tersebut dibuktikan dengan bentuk kegiatan dari program
itu bukan pemberian cashmoney tapi pemberian pembangunan yang sudah

jadi, misalnya pot bunga, motor sampah, dan lain-lain.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjalankan komunikasi
politik dalam perumusan kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan
Pemberdayaan Kerakyatan (PIPPK) di Kota Bandung?

2. Bagaimana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengendalikan konflik yang
terjadi dalam perumusan kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan

Pemberdayaan Kerakyatan (PIPPK) di Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan ingin
mengetahui fungsi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam perumusan kebijakan

PIPPK di Kota Bandung



Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Kegunaan teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah
pengetahuan mengenai fungsi PKS dalam perumusan kebijakan PIPPK di
Kota Bandung.
Kegunaan Praktis
a. Bagi Peneliti
Penelitian ini sebagai wahana menambah pengalaman dan
pengetahuan dalam keilmuan Administrasi Publik.
b. Bagi Universitas
Hasil penelitian ini dapat menjadi pustaka sebagai literatur bagi
penelitian yang relevan.
c. Bagi PKS
Hasil penelitian ini_diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan
masukan untuk meningkatkan kinerja fungsi partai politiknya, baik

dalam tingkat grassroot, maupun tingkat pusat.



F. Kerangka Pemikiran

Aktivitas pemerintah erat kaitannya dengan ilmu administrasi publik. Bahkan
dapat dikatakan aktifitas pemerintah sebagai gerbong Kkereta, dan ilmu
administrasi publik sebagai relnya. Dimock dan Dimock menjelaskan administrasi
publik adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya.?

Objek dari ilmu administrasi publik adalah pelayanan publik. Publik disini
dapat diartikan masyarakat umum, yang selayaknya diurus, diatur, dan dilayani
olen pemerintah sebagai administrator, tetapi juga sekaligus kadang-kadang
bertindak sebagai penguasa dalam pengaturan hukum tata negaranya.®

Pemerintah harus bersikap tanggap dan antisipatif dengan permasalahan-
permasalahan yang ada di masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan langkah-
langah yang sah dalam bersikap yaitu melalui kebijakan. Kebijak publik yang
disahkan oleh pemerintah merupakan artikulasi dari seluruh masalah atau
kepentingan masyarakat. Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis
terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik.*

Dalam era demokrasi ini masyarakat memiliki peran yang sentral dalam
proses perumusan kebijakan. Masyarakat dapat menyalurkan ide, gagasan,
ekspresi atau pandangan kepada lembaga-lembaga sah, seperti misalnya partai

politik (parpol). Tentu saja, parpol adalah merupakan salah satu saja dari bentuk

2 Dimock & Koenig. 1960. Public Administration. Dalam Syafiie, Inu Kencana. 2010. lImu
Administrasi Publik. Cetakan Ke-2. Jakarta: PT RINEKA CIPTA. Halaman 25.

3 Syafiie, Inu Kencana. 2010. IImu Administrasi Publik. Cetakan Ke-2. Jakarta: PT Asdi
Mahasatya. Halaman 104.

4RC. Chandler & JC. Plano. 1988. The Public Administration Dictionary. Dalam Syafiie, Inu
Kencana. 2010. llmu Administrasi Publik. Cetakan Ke-2. Jakarta: PT RINEKA CIPTA. Halaman
105.



pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan
keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis.

Hubungannya dengan proses kenegaraan partai politik memiliki peran yang
menonjol. Jika dibandingkan dengan kebebasan pers, maka partai politik lebih
berperan aktif dalam dinamika bernegara. Partai politik berperan dinamis dalam
proses memperjuangkan kepentingan-kepentingan dari  konstituen yang
diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara.®

Partai politiklah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses
pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara
dengan institusi-institusi kenegaraan. Pada umumnya, partai politik memiliki
empat fungsi utama yaitu:5

1. Sarana komunikasi politik;

2. Sarana sosialisasi politik;

3. Sarana rekruitmen politik;

4. Sarana pengatur konflik.

Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait satu samalain, namun dalam
penelitian ini hanya dua fungsi yang dirasa berkaitan dengan proses perumusan
kebijakan. Karena dalam keempat fungsi tersebut, fungsi yang kedua dan ketiga
merupakan fungsi internal partai. Atau dengan kata lain fungsi yang kedua dan
ketiga bukan fungsi partai dalam ranah perumusan kebijakan publik. Jadi, dalam
penelitian ini peneliti hanya memfokuskan kepada fungsi partai yang pertama dan

keempat.

5> Inu Kencana, op cit., Halaman 54
¢ Budiardjo, Miriam. Edisi revisi. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama. Halaman 405.
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Fungsi yang pertama yaitu sebagai sarana komunikasi poltik, partai berperan
sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (interest articulation)
atau “political interests” yang terdapat atau kadang-kadang tersembunyi dalam
masyarkat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik
menjadi ide-ide, visi dan kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan.
Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan
sehingga dapat diharapkan mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan
kenegaraan yang resmi.

Fungsi keempat adalah pengatur dan pengelola konflik yang terjadi dalam
masyarakat. Seperti sudah disebutkan di atas, nilai-nilai dan kepentingan-
kepentingan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sangat beraneka ragam,
rumit, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Jika partai
politiknya banyak, berbagai kepentingan yang beraneka ragam itu dapat
disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi,
program, dan alternative kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain.

Dengan perkataan lain, sebagai pengatur konflik partai berperan sebagai
sarana agregasi kepentingan yang menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda-
beda itu melalui saluran kelembagaan politik partai. Partai mengagregasi dan
mengintegrasikan beragam kepentingan itu dengan cara menyalurkannya dengan
sebaik-baiknya untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan poltik kenegaraan.

Sebuah kepentingan akan menjadi kebijakan yang disahkan oleh pemerintah
jika partai melaksanakan fungsinya dengan baik. Atau dengan kata lain, partai

dapat menggunakan fungsinya tersebut untuk berperan dalam perumusan
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kebijakan. Dalam konteks ini, untuk menganalisis peran partai dalam perumusan

kebijakan maka dapat digunakan model sistem.

Gambar 1.1
Model Sistem
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Sumber: Nisjar & Winardi’
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Berdasarkan model sistem tersebut maka dapat digambarkan kerangka pemikiran

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran
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7 Nsjar, Karhi & Winardi. 1997. Teori Sistem dan Pendekatan Sistem dalam Bidang Manajemen.
Bandung: Mandar Maju. Halaman 71.




